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Data. Penyandang. Masalah Kesejahteraan Sosial. 
Pencabutan.  

 
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 08 TAHUN 2012 
TENTANG 

PEDOMAN  PENDATAAN DAN PENGELOLAAN DATA                   
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL  DAN              

POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu 
disusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 
(NSPK) Bidang Sosial; 

b. bahwa target pencapaian Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Sosial didasarkan pada data 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan 
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; 

c. bahwa untuk memperoleh data yang akurat dan 
akuntabel, perlu lebih meningkatkan kualitas hasil 
pendataan dan pengelolaan data Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan 
Sumber Kesejahteraan Sosial; 

d. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 
36/HUK/1999 tentang Pola Pendataan 
Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan 
kondisi saat ini, sehingga perlu diganti; 
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan 
huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial 
tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan 
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437); 

3. Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 46) 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5235); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4816); 

11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara  yang telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 92 Tahun 2011; 

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial 
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 
tentang Indikator Kinerja Bidang Kesejahteraan 
Sosial. 

16. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 
tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan 
Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan 
Daerah Kabupaten/Kota; 

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Sosial; 
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MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN 

PENDATAAN DAN PENGELOLAAN DATA PENYANDANG 
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN POTENSI 
DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 
1. Pendataan adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang 

berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu 
populasi. 

2. Pengelolaan data adalah kegiatan sistematis terhadap data yang 
diperoleh dari hasil pendataan meliputi pengolahan data, analisis data, 
penyimpanan  data, dan penyajian data, sehingga diperoleh informasi 
yang terinci. 

3. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut 
PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat 
yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat 
melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi 
kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani,  maupun sosial secara 
memadai dan wajar. 

4. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut 
PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat  
yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, 
dan memperkuat penyelenggaraan  kesejahteraan sosial. 

5. Analisis data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar 
variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi, jenis PMKS dan 
PSKS. 

6. Penyajian data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan 
dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan 
keputusan manajerial. 

7. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 
spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

8. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, 
terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna 
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi 
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan 
perlindungan sosial. 
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9. Pelaku penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, 
kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat 
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

10. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui 
pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu 
populasi pada saat tertentu. 

11. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, 
penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan 
administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat. 

12. Instansi Sosial adalah satuan kerja perangkat daerah yang 
melaksanakan tugas dan fungsi bidang sosial. 

Pasal 2 
Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar 
dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi : 
a. rehabilitasi sosial; 
b. jaminan sosial; 
c. pemberdayaan sosial; 
d. perlindungan sosial; dan 
e. penanggulangan kemiskinan. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 3 
Pedoman Pendataan dan Pengelolaan data PMKS dan PSKS dimaksudkan 
sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 
kabupaten/kota dalam melakukan penyelenggaraan pendataan dan 
pengelolaan data PMKS dan PSKS. 

Pasal 4 
Pedoman pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS bertujuan 
untuk : 
a. terwujudnya pemahaman yang sama tentang pendataan dan 

pengelolaan data PMKS dan PSKS; 
b. meningkatnya kualitas pendataan dan pengelolaan data PMKS dan 

PSKS pada instansi sosial provinsi dan instansi sosial kabupaten/kota; 
dan 

c. tersedianya data PMKS dan PSKS yang  lengkap dan akurat. 
Pasal 5 

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi data PMKS dan PSKS, pendataan, 
pengelolaan data, kewenangan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, 
monitoring dan evaluasi. 
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